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Jakarta, 13 November 2018 – Setelah memerintahkan pemungutan suara ulang (PSU) pada Rabu 

(09/05) lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang perkara perselisihan hasil pemilihan 

(PHP) kepala daerah yang diajukan oleh Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Sampang, 

Hermanto Subaidi dan Suparto (Pemohon) dengan agenda Mendengarkan Laporan Termohon, Komisi 

Pemilihan Umum (KPU) RI, KPU Provinsi Jawa Timur, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sampang, 

Bawaslu Provinsi Jawa Timur, dan Bawaslu RI pada Selasa (13/11) pukul 09.00 WIB. Perkara PHP 

Bupati dan Wakil Bupati Sampang ini teregistrasi dengan nomor 38/PHP.BUP-XVI/2018. 

Pada sidang dengan agenda Mendengarkan Keterangan Termohon, Pihak Terkait, dan Badan 

Pengawas Pemilu (Bawaslu)/Panitia Pengawas (Panwas) Kamis (02/08), KPU setempat selaku 

Termohon menerangkan bahwa Termohon mendapatkan tiga data kependudukan yang berbeda. Safi’ 

selaku Kuasa Hukum Termohon mengungkapkan bahwa Termohon tidak berani memutuskan perihal 

penggunaan data kependudukan tersebut karena peraturan perundang-undangan tentang hal tersebut 

tidak mengatur secara tegas terkait perbedaan jumlah penduduk. 

Dalam keterangannya, Termohon mengungkapkan bahwa Termohon menggunakan data yang diperoleh 

dari situs Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) setempat sebagai acuan.  

Terhadap dugaan kehadiran pemilih 100% di dua desa yang dinilai janggal oleh Pemohon, Kuasa 

Hukum Termohon membantah hal tersebut melalui bukti yang disampaikan pada sidang ini. Meskipun 

demikian, Termohon mengakui bahwa terdapat TPS lain dengan kehadiran pemilih 100%. Hal ini juga 

dibenarkan oleh Muhalli selaku Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Sampang. Akan tetapi, Termohon 

membantah dugaan pelanggaran atas kehadiran pemilih 100% yang dipersoalkan Pemohon. Adapun 

pada Jumat (31/08), MK menggelar sidang pleno perkara PHP Bupati dan Wakil Bupati Sampang 

dengan agenda Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, 

Mendengarkan Keterangan KPU RI, dan Keterangan Kementerian Dalam Negeri/Direktorat Jenderal 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil)/Dinas Dukcapil Kabupaten Sampang. 

Pada Rabu (05/09), MK menyatakan bahwa pemungutan suara pada Pilbup Sampang tidak valid dan 

tidak logis. MK memerintahkan KPU setempat untuk melaksanakan PSU dengan menggunakan daftar 

pemilih tetap yang telah diperbaiki, paling lama enam puluh hari sejak putusan dibacakan MK. (Raisa) 
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